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Palu, Metrosulawesi.com - Mantan Walikota Palu, Rusdy Mastura, buka bicara terkait pengelolaan dana bansos dan hibah tahun 2015, yang saat ini tengah dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu. Mantan Cagub Sulteng itu, percaya kasus itu syarat dengan muatan politik.

“Persoalan ini jelas ada unsur politiknya. Tapi tidak apa-apa. Saya siap menghadapinya,” tegasnya menjawab pertanyaan Metrosulawesi, Jumat 3 Juni 2016.

Cudi panggilan akrabnya mengatakan, mekanisme penyaluran dana bansos dan hibah pada tahun anggaran 2015 di Palu, sudah sesuai dengan aturan. Dengan begitu katanya, tidak ada persoalan dalam pengelolaan kedua dana tersebut.

“Tapi, karena kental muatan politiknya, membuat seolah-olah penyaluran bansos dan hibah pada tahun anggaran 2015 bermasalah,” jelasnya.

“Walaupun sebetulnya ini tidak bermasalah, namun penegakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kejari. karena  menindaklanjuti laporan yang masuk. Sehingga tidak ada yang keliru dalam proses hukum ini,” tambahnya.

Terkait dengan ketidakhadirannya memenuhi panggilan Kejari pada pekan lalu, Cudi mengakui bahwa dirinya kala itu ada urusan yang harus ia kerjakan. Olehnya, jika dirinya kembali dipanggil oleh penyidik Kejari, ia siap datang untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme penyaluran dana bansos dan hibah kota Palu itu.

“Cudi tidak pernah takut dipenjara. Jadi kalau mau dipenjara silakan. Kalau memang saya salah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus Kejari Palu, Efrivel menyatakan, bahwa pengelolaan dana Bansos dan Hibah tahun Kota Palu tahun 2015 diduga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

"Mereka bekerja tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana bansos dan dana dana hibah," katanya.

Dana Bansos dan hibah kota Palu bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kota Palu tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut, yakni dana Bansos tahun 2015 kurang lebih senilai Rp7 miliar dan dana hibah kurang lebih senilai Rp 33 miliar.
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